PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1984
TENTANG
PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT I1
DELI SERDANG DARI WILAYAH KOTAMADY A DAERAH TINGKAT II
MEDAN KE KOTA LUBUK PAKAM DI WILAYAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT |l DELI SERDANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a bahwa demi peningkatan daya guna dan hasl guna penyetenggaraan
pemerintahan serta pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat Il Deli
serdang, dipandang perlu  untuk memindahkan kedudukan pusat
Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat || Deli Serdang dari Wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat 11 Medan ke lokas yang lebih tepat dan lebih
baik di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat |1 Deli Serdang;

b. bahwa berdasarkan hasil-hasil penditian, kota Lubuk Pakam di wilayah
kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Daerah Tingkat 1l Deli Serdang
dipandang memenuhi syarat untuk dijadikan lokasi ibukota yang baru bagi
Kabupaten Daerah Tingkat |1 Deli Serdang;

C. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, pemindahan
ibukota Kabupaten Daerah Tingkat |1 Deli Serdang, dari wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat Il Medan ke kota Lubuk Pakam di wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat Il Deli Serdang, perlu ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah;

Mengingat Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah

Otonom Kabupaten-Kabupaten Daam Lingkungan Daerah Propins

Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan

di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3037);

NP
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MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMINDAHAN [IBUKOTA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il DELI SERDANG DARI WILAY AH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT Il MEDAN KE KOTA LUBUK
PAKAM DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il DELI
SERDANG.

Pasa 1

(1) Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat |1 Deli Serdang dipindahkan tempat kedudukannya dari
wilayah Kotamadya Daerah Tingkat |1 Medan ke kota Lubuk Pakam di wilayah Kecamatan
Lubuk Pakam Kabupaten Daerah Tingkat 11 Deli Serdang.

(2) Daam rangka pemindahan ibukota Kabupaten Daerah Tingkat |1 Deli Serdang sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dan untuk terciptanya daya guna dan hasil gunapenyelenggaraan
pemerintahan serta pembinaan wilayah, maka wilayah Kecamatan Lubuk Pakam ditata
kembali dan dikembangkan menjadi 4 (empat) wilayah kecamatan, yaitu:

a Kecamatan Lubuk Pakam, yang terdiri dari :

1. Kelurahan Lubuk Pakam I, II;

2. Kelurahan Lubuk Pakam II1;

3. Kelurahan Paluh Kemiri;

4. Kelurahan Cemarg;

5. Kelurahan Syahmead,

6. Kelurahan Petapaan;

7. Kelurahan Lubuk Pakam Pekan;

8. Desa Sekip;

9. DesaPagar Jati;

10. Desa Tanjung Garbus I/Jati Sari;
11. DesaPasar Mdintang;

12. DesaPagar Merbau l1;

13. DesaBakaran Batu.

b. Kecamatan Pagar Merbau, yang terdiri dari :

1. Desa Perbarakan;

2. DesaTanjung Garbusll;

3. DesaTanjung Garbus KP;

4. DesaBandar Dolok;

5. Desa Sumbergio;

6. DesaPagar Merbau I;

7. DesaPagar Merbau Il;

8. DesaJatirgo;

9. DesaSidodadi Bt. 8;

10. Desa Sukamulya;

11. Desa Purwodadi;

12. Desa Sidoado |/Jatibaru;

13. Desa Sidoado |I/Pasar Miring;

14. Desa Tanjung Mulig;

15. Desa Sukamandi Hulu;

16. Desa Sukamandi Hilir.
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c. Kecamatan Pantai Labu, yang terdiri dari :
Desa Sungai Tuan,
Desa Kampung Tengah;
Desa Bagan Serdang;
Desa Rantau Panjang;
Desa Rugemuk;
Desa Kubah Sentang;
Desa Pantai Labu Pekan;
Desa Pantai Labu Bary;
Desa Ramunial;
10. DesaRamuniall;
11. Desa Perkebunan Ramunig;
12. DesaDenai Lamg;
13. DesaDena Kualg;
14. DesaDenai Sarang Burung;
15. DesaBinjai Bakung;
16. Desa Paluh Sebqji;
17. DesaKelamhir;
18. DesaDurian;
19. Desa Pematang Biara.
d. Kecamatan Beringin, yang terdiri dari :
Desa Serdang;
Desa Sidourip;
Desa Aras Kabu;
Desa Pasar VI Kuala Namu;
Desa Emplasmen Kuala Namu;
Desa Pasar V Kebun Kelapa;
Desa Beringin;
Desa Sidoarjo I1/Ramunig;
. DesaKarang anyar;
10. Desa Sidodadi Ramunig;
11. Desa Tumpatan.

COoNO~WNE

COoNO~WNE

(3 Kota Lubuk Pakam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyal batas-batas sebagai

berikut :

a di sebeah Utara :Desa Emplasmen Kuala Namu dan Desa Tumpatan, di wilayah
Kecamatan Beringin,

b. di sebelah Selatan:Desa Perbarakan, Desa Tanjung Garbus 11, Desa Tanjung Mulia, dan
Desa Pagar Merbau |, di wilayah Kecamatan Pagar Merbau;

C. di sebelah Barat:Kecamatan Tanjung Morawa;

d. di sebelah Timur:Desa Sumbergo dan Desa Sukamandi Hilir, di wilayah Kecamatan
Pagar Merbau;

sebagaimana tergambar pada peta terlampir.
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Pasal 2

(1) Pusat pemerintahan Kecamatan Lubuk Pakam berkedudukan di Kelurahan Lubuk Pakam
Pekan.

(2) Pusat pemerintahan Kecamatan Pagar Merbau berkedudukan di Desa Tanjung Mulia.

(3) Pusat pemerintahan Kecamatan Pantai Ubu berkedudukan di Desa Pantai Labu Pekan.

(4) Pusat pemerintahan Kecamatan Beringin berkedudukan di Desa Karang Anyar.

(5) Pusat pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat 11 Deli Serdang berkedudukan di kota L ubuk
Pakam.

Pasa 3
Tempat kedudukan instang-instans vertikal tingkat Kabupaten Daerah Tingkat |1 Deli Serdang
disesuaikan dengan tempat kedudukan pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat 11 Deli Serdang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5).

Pasal 4
Pembiayaan yang diperlukan untuk pemindahan ibukota Kabupaten Daerah Tingkat 11 Deli
Serdang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pemerintah
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Deli Serdang dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap
sesual dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 5
Ha-ha yang timbul dan berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 ayat (1), sepanjang yang menyangkut instans vertikal diatur olen Menteri yang
membawahkan instans vertikal yang bersangkutan dengan memperhatikan pertimbangan Menteri
Keuangan.

Pasal 6
Pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setigp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
padatanggal 1 Maret 1984
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
padatanggal 1 Maret 1984
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1984 NOMOR 7
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